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ABSTRAK

bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem penyediaan
layanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan
standar layanan informasi publik yang berlaku, serta mewujudkan efisiensi
dan efektifitas dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan agar
semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang

berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);Peraturan

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi



Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1763);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan umum;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor:

2/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/I/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola



Catatan

Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Singkawang.

Dalam Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 3/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-
Kot/1/2021 diatur tentang :

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi

Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang

Keputusan KPU Kota Singkawang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Januari
2021
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